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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2.

SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DABRAH KABUPATBN KEDIRI
NOI\{OR 22 TAIIT]N 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

DENGAN RAHIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,
bahwa penyeberangan di air merupakan angkutan yang berfungsi sebagai

jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan

guna mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya, sebagai

bagian dari subsistem transportasi darat turtuk mendukung pertumbuhan

ekonomi dan pelayanan masyarakat ;

bahwa dengan berlakunya undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daeratr Kabupaten

Daerah ringkat II Kediri Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi

Penyeberangan di Atas Air, perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi

Penyeberangan di Air;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

undang-Undang Nomor 72 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tatrun 1965 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambatran Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7s, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indodesia Nomor 3851);

b.

c.

3.
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20M tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana bebeppa

ka.li telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahrm 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahrm 20ll tentang pembentukan peratr.tran

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);

9. Peraturen Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di perairan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l g7.Tambahan

Lernbaran Negara Republik Iadonesia Nomor 3907);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 457g);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4593) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang

Milik Negara I Daerah (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2006

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 3g rahrm
2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200g Nomor 7g,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g55) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian

dan Pemanfaatan Insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516l );
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telatr diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang

Penyelenggaftriur Angkutan Penyeberangan;

16. Peraturan Daeratr Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintatr Kabupaten Kediri

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10 / Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2008 Nomor 7, Tambahan Lembarbn Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4l);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2l Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri (Lernbaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 55);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2009 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor g0);

engan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

EMUTUSI(AN :

MENCTAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI
AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2- Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabtryaten Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri .

4. Pejabat adalatr Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daeratr
sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
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5. Badan adalah sekumpulan orang dar/atau modal yang merupakan kesatuan

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perserozrn lainnya,

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) dengan nama dan dalam bennrk apapun, firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpularl yayasan, organisasi mass4

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan

bergerak yang menghubungkan jaringan jalan yang terputus karena adanya

perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

7. Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha di bidang angkutan

penyeberangan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan

dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki

sertifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional pmsaran4

sarana dan perairan.

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data

obyek dan subyek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang

sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta

pengawasan penyetorannya.

9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan

oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

10. Retribusi Daerah yang seianjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan danJatau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau Badan.

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan.

12- Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oreh pemerintah Daerah dengan

menganut prinsipprinsip komersial karena pada dasamya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan

oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi
pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum
dimanfaatkan secara optimal dan/atau perayanan oleh pernerintah Daerah

sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

14. Retribusi Penyeberangan di Air yang selanjutnya disebut rehibusi adalah

pembayaran atas pelayanan jasa penyeberangan di air.
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15. Wajib Retribusi adalah onmg pribadi atau badan yang menunrt peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi termasuk pemtrngut atau pemotong retribusi tertenfu.

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bag, wajib retribusi trntuk memanfaa&an moda angkutan

penyeberangan dari Pemerintah Daerah.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah

surat ketetapan retribusi yang menenhrkan besarnya jumlah pokok retribusi

yang terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada

retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa

bunga dan/atau denda.

20. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut lnsentif adalah

tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja

tertenfu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolatr dat4
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektifdan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

Perundang-undangan Retribusi Daerah.

22- Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daeratr adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri sipil, yang

selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah

yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas Jasa pelayanan penyeberangan orang/barang dengan

menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintatr

Daerah.

/
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Pasal 3

(1) Obyek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan

orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD

dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi Penyeberangan di Air adalah oftmg pribadi atau badan yang

menggunakan/ menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan

menggunakan kendaraan di Air yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah

Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penyeberangan di Air digolongkan sebagai Retibusi Jasa Usatra.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa penyeberangan diukw berdasarkan frekuensi

pemanfaatan pelayanan penyeberangan di Air.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM

PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETzuBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan stmktur dan besamya tarif reribusi
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai

pengganti investasi, administrasi, pemeliharaan,penyusutan dan pengendalian.

Pasal 8

(l) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tisa) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

/



7

(3) Penet,rpan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengpn Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9
(l) Struktur dan besarnya tarif untuk sekali penyeberangan ditetapkan sebagai

berikut:

a- untuk orang dewasa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang;

b. untuk anak-anak, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per orang;

c. untuk sepeda, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kendaraan;

,il. untuk sepeda motor, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kendaraan;

e. untuk becak, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kendaraan;

f. urtuk temak kambing dan sejenisnya, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

per ekor;

g. untuk ternak sapi dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per

ekor;

h. untuk mobil roda empat tanpa muatan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu

rupiah) per kendaraan;

i. untuk mobil barang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiatr) per

kendaraan.

(2) Struktur dan besamya tarif bagi pelanggan tetap pemakai jasa ini ditetapkan

sebesar :

a. orang Dewasa sebesar Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

per orang per bulan;

b- anak-anak sebesar Rp. I I .250,- (sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah)

per orang per bulan.

BAB VII
WILAYAH PEMLINGUTAN

Pasal 10
Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal I I
Penentuan pembayaran retribusi terutang sekaligus dibayar secara tunai.

Pasal 12

Pernbayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan atau di tempat lain yang

ditunjuk oleh Kepala Daerah.

/
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BAB Ix
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersermakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14
(l) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersarnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

(2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

PENAGIHAN

pasal 16

(l) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimaria dimaksud pada ayat (l) dengan

menggunakan STRD.

BAB )(III

KEDALUWARSA PENAGI}IAN

Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
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(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimakzud pada ayat (l)
tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat

Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsrmg sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran

atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

(l) Piutang Reribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak unnrk

melakukan penagihan sudah kedaluwars a dapat dihapuskan.

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)-
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 19
Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan unfuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan

peraturan perundang-undangan Retribusi-

Wajib Retribusi yang dipeiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan

objek Retribusi yang terutang;

(l)

(2)



tr

10

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diafur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

(l) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan Retribusi-

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

dengan melihat firngsi obyek Retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan dan pembebasan

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan peraturan

Kepala Daerah.

BAB XVII
SANTI.INA}I

Pasal 2l
(1) Pemerintah Daerah memberikan santunan kepada korban meninggal akibat

kecelakaan penyeberangan diatas air dengan menggunakan kendaraan di air

yang dimiliki dan/atau dikelota oleh pemerintatr Daerah.

(2) Ketentuan lebih Ianjut mengenai pemberian santunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) diatur dengan peraturan Kepala Daeratr-

BAB XVItr
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal22
(l) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi penyeberangan di air

dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
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BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 23
(l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diben wewenang khusus sebagai Penyidik unhrk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai

negeri sipil tertentu di lingkrmgan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabet yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap danjelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau Badan tentang kebenaran pertuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokurnen lain berkenaan dengan tindak

pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap

bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugzu

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorzrng meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan merneriksa

identitas orang, benda, dan/atau dokumen y,ang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

j. rnenghentikanpenyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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(4) Penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesi4 sesuai dengan

kelentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayir,dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (duapercen)

setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan

mengglrnakan STRD.

BAB )Ofl
KETENTUAN PIDA].IA

Pasal 25
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau

kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB )OilI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26
(l) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

usaha angkutan penyeberangan di air yangdilakukan oleh swasta.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB )OilI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal2T

Pada saat Peraturan Daeratr ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Kediri Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi penyeberangan

di Atas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Tanggal 7
September 1999 seri B Nomor IIiB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan

mengenai pelaksanaannya akan diahr lebih

Daerah.

l3

Daerah ini, sepanjang mengenai

lanjut dengan Peraturan Kepala

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinuhkan pengundangan Perahran

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbarao Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanCCal 28 - 12 - 20ll

BTJPATI KEDIRI,

ttd

HARYAI\ITI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

padatanggal 28 - 12 - 20ll

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

nd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2OU NOMOR 22

+-
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PENJELASAN

P ERATURAN DABRiIfl BUPATEN KEDIRI
NOMOR 22 TAHUN 2O1I

TENTANG
RETRIBUSI PEII-YE,BERANGAN DI AIR

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daeratl perlu rnengatur

kembali ketentuan-ketentuan tentang pemungutan Retribusi Penyeberangan di Air yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 1999 Tentang

Retribusi Penyeberangan di Atas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri

Tanggal 7 September 1999 Seri B Nomor IVB).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Culrup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 1l

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas
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Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yung dimaksud dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain
dapat diberikan pada saat pengangkutan korban bencana alam.

Pasal2l

Cukup jelas

Pasal22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal26

Cukup jelas

Pasal2T

Cukup jelas

Pasal2S

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas
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